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Pro-Kontra Lara

ngan Polisi

Live Di Medsos Saat Bertugas

atlca ks

Polri mengeluarkan
baru soal penggunaan media sosial

menjaga meningkatkan citra,

bersama,

1 anggota tetap fokus
pada pelaksanaan tugas, tanggung
jawab, serta pelayanan kepada

(medsos) bagi a Polri kredibilitas, reputasi secara
melarang personel polisi ber jawab, I
siaran langsung atau five ing ional, dan p “ kata

di medsos saat menjalankan
tugas kedinasan. Larangan ini pun
menimbulkan pro-kontra.

Kepala DI
Johnny Eddizon Isir mengatakan,
kebijakan ini bertujuan menjaga
profesionalisme serta citra institusi
di tengah penggunaan medsos yang
semakin luas. “Guna membangun,

Isir dalam keterangannya, Senin
(4/5/2026).

Dia menambahkan, setiap anggota
Polri wajib mematuhi aturan yang
berlaku, termasuk Peraturan Polri
Nomor 7 Tahun 2022 serta Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
tentang Disiplin Anggota Polri.
Kebijakan itu diberlakukan untuk

“Kemudian untuk membangun dan
meningkatkan kesadaran bersama
dalam sisi positif medsos, sehingga
meningkatkan produktivitas/kinerja
Polri melalui satuan/fungsinya
dengan memanfaatkan platform
medsos untuk tujuan kehumasan
di bawah koordinasi fungsi Humas.
Polri,” jelas Isir.

Pengamat kepolisian dari Institute

for Security and Strategic Studies
(ISESS) Bambang Rukminto tak
setuju dengan larangan ini. Dia
berpandangan, larangan live
streaming
isu disiplin, melainkan upaya
memonopoli narasi.

“Ada kekhawatiran over

exposure,” ujar Bambang, kepada
Rakyat Merdeka, Senin (4/5/2026)

malam.

Sementara, Anggota Komisi 11
DPR Hinca Pandjaitan mendukung

larangan ini. Dia khawatir ada

i medsos bukan sekadar

kesalahpahaman di masyarakat

apabila yang disampaikan saat five
ing merupakan pemb

suatu kasus yang sedang

ditangani.

“Harus dihormati asas praduga tak
bersalah. Publik bisa salah tafsir,”
kata Hinca, kepada Rakyat Merdeka,
Selasa (5/5/2026).

Untuk mengetahui pandangan
Bambang Rukminto dan Hinca
Pandjaitan terkait larangan anggota
polisi untuk live streaming di
medsos, berikut wawancaranya:

BAMBANG RUKNMINTQO, Pengamat Kepolisian dari ISESS
Jangan Dilarang, Baiknya
Buatkan Juklak & Juknis

e

Apa pandangan Anda dengan
adanya larangan siaran langsung
atau live streaming bagi anggota
polisi di media sosial?

Larangan live streaming oleh Ke
polisian pada dasamnya bukan sekadac
isu disiplin. melainkan upaya memo
nopoli narasi karena ada kekhawatiran
over exposur.

Maksudnya seperti apa?

Sava melihat nantinya realitas di
lapangan tidak lagi hadir secara lang
sung, tetapi disaring melalui kanal
resmi seperti humas, sehingga publik
hanya menerima versi institusi. bukan
fakta yang spontan.

problematik, karena justru akan
menghilangkan jejak transparansi dan

(44

Risikonya bulkan
peningkatan
kepercayaan publik,
melainkan citra yang
dikelola secara artifisial
dan rentan runtuh.

menggantikan keterbukaan dengan
kontral informasi sa ansh. Risikonya

HINCA PANDJAITAN, Anggota Komisi Ill DPR
Live Streaming Bisa
Timbulkan Salah Tafsir

c6

Menurut saya, harus
lbisa membedakan
pemberitaan untuk
informasi dengan
jproses penegakan
hukum suatu kasus.

Apa tanggapan Anda dengan ke

s. Alih alib w

bijakan Polri melarang anggvtanya
five atau si

kapasitas anggola dalam mengelola
komunikasi publik. kebijakan ini
memperlakukan mercka sebagai
risiko yang harus dibatasi, bukan aset
profesional yang hisa dipercaya

Apakah ini akan berdampak
kepada kepercayaan masyarakat
terhadap institusi Polri?

Pertanyaannya adalah, jika institusi
tidak lagi percava pada personed di la
pangan, bagaimana dengan masyarakat?
Secarastrukiral. kebijakan ini memper
kuat senalisasi dan budaya patronase
il gt sebaligin sk

an disiplin dan profesionalisme polisi
dalam bertugas, Anda sependapai?
Dalih prof lisme menjadi

terhadap visibilitas

erbuka, Dalam konieks polisi madem

sreouniu tansparansi dan dkun.
langkah ini [

hukan 1 publik,
melainkan citra yang dikelola secara
artifisial dan rentan runtuh.

Apa alasannya?

Tampa:perubahan prndekatan
menuju 1r. ansi yang diatur
(hukan dilarang). profesiohaliome
akan tetap menjadi klaim normaif,
bukan realitas empiris

u.nm seharusnya bagaimana?

dealnya. alih-alih membuat la
mngan Divisi Humas Polri scharus
nya membuar juklak (petunjuk pe
laksanaan) atau juknis (petunjuk
teknis) tentang bagaimana personel
hisa menyajikan informasi kepada
masyarakat sesual standar norma dan
etika kepolisian. m N

aran langsung o media sosial saat

ada aduan juga dari masyarakat.
Apakah ini juga harus dilarang?

Kalau soal itu. m[mmms\ yang me
i o

Lo

bR

Apakah perla Humas Polri mem
berikan petunjuk teknis penggunaan
medsos kepada seluruh anggota

reka dapatican

tugas

Sudah benar i Karena memang
penindakan dan penegakan hukum bu
kan untuk di-five streaming kan. Harus
dihormati asas praduga @k bersalah,
Publik bisa salah tafsir Padahal hukum.
acara itu tidak ada tafsir. Dalam suaru
perkara. periksalah dengan benar dan
wajih didampingi advokat. Sementara
jika iru di- five kan, mengabaikan hak
warga negarsuntuk didampingi peoga
jilarangan itu sudah benar

Huking peuh

Namun, bagaimana dengan
gota Satuan Lalu Lintas (Satlantas)
yangmelakukan siaran saal
mengatur lalu lintas, dan terkadang

sehagai bukti bilaada
proses penegakan hukum

Pengamal kepolisian Bambang

Rukminto menilai langkah Polri me’

Menurut saya. harus hisa menibe
dakan pemberitaan untuk informasi
dengan proses penegakan hukum
suatu kasus

larangini

Lalu, Kepo

media

e

ial dals

aver expasure dari anggota polisi yang
sedang Jive smeaming. Apa tanggapan
Anda?

Saya kira pandangan ini berlebihan.

Kenapa berlebihan?

Tolang bedakan proses penegakan
hukum dengan memberikan pe
nerangan dan penjelasan pendidikan
kepada masyarakat

kepada mm,amkan

Tentunya, Kepolisian harus me
‘maksimalkan medsos. khususnya five
streaming, dalam bertugas. Namun
itu untuk memberikan informasi dan
edukasi. Sedangkan untuk proses
penegakan hukum. semua hasil media
menjadi bagian data dan bukii pendu
kung utama kinetja penyelidikan dan
penyidikan. m uumM
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